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dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-

undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang 

Dasar atau regulasi dan undang-undang.13 

“Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu beranjak dari 

doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. 

Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian 

ia dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep 

hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang 

dihadapi..”14 

1.5.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (legal 

research). 

Penelitian yuridis normatif (legal research) merupakan 

menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum 

sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau 

larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan 

(act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai 

aturan hukum) atau prinsip hukum.15 

1.5.3 Bahan Hukum 

Sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum 

normatif adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

auroritatif berupa perundang-undangan.16 Peraturan perundang-

undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan 

 
13 Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, Hlm 133-134. 
14Ibid, hlm 134 
15 Ibid., hlm. 47. 
16 Ibid., Hlm 181. 



19 
 

 

yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 

Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara 

4. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi 

dan Pascatambang 

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 

Tahun 2014 Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang 

b. Bahan hukum skunder 

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang 

hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan.17 Bahan hukum 

sekunder yang digunakan peneliti dalam skripsi berupa: 

1. Buku-buku teks 

2. Jurnal online. 

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Melakukan analisis bahan hukum meurpakan sebuah metode atau 

cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. 

 
17 Ibid. 
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Bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah 

dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan 

pendekatan kasus. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis 

dan logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan 

hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk 

emndapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.18 

 

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan 

dan kasus, maka teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut: 

“Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-

undangan maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan 

mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Selanjutnya 

apabila menggunakan pendekatan kasus, maka harus 

mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum 

yang dihadapi.”.19 

  

 
18 Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, Hlm 67-68. 
19 Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., Hlm 237-238. 


